A.

B.

BAB I
PENDAHULUAN

PENDAHULUAN

Dinamika kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang telah
menjadi bagian dari kehidupan keseharian masyarakat pendidikan
pada umumnya, harus mampu pula diikuti oleh penyedia layanan
pendidikan, baik itu Pemerintah, Pemerintah Daerah, maupun oleh
masyarakat. Kondisi ini merupakan sesuatu hal yang wajib
diharmonisasikan untuk menjaga gerak penguasaan teknologi dan
informasi mampu menjawab dan memberikan kemanfaatan yang lebih
besar.

Salah satu upaya atas pemanfaatan kemajuan teknologi informasi
dimaksud, antara lain dengan implementasi layanan Penerimaan
Peserta Didik Baru (PPDB) Daring. PPDB Daring untuk SMA Negeri dan
SMK Negeridi Jawa Tengah Tahun Ajaran 2022 /2023. Alasan utama
bagi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah adalah agar masyarakat
mendapatkan kemudahan dalam kerangka pemanfaatan kemajuan
ilmu pengetahuan dan teknologi. Sistem PPDB Daring yang dirancang
secara real time (basic waktu) tentu akan memberikan banyak
kesempatan bagi masyarakat pengguna dalam menentukan pilihan
studilanjutbagi Calon Peserta Didik, maupun bagi para orang tua yang
melaksanakan tanggungjawabnya terhadap pendidikan putera dan
puterinya.

Melalui PPDB Daring, masyarakat pengguna layanan akan dengan
cepat mendapatkan informasi, dan pada saat yang bersamaan pula
masyarakat memiliki waktu untuk menentukan pilihan-pilihan lain
yang tersedia dalam koridor regulasi yang menjadi panutan utama
penyelenggaraan PPDB Daring.

LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara
Tahun 1950 halaman 86-92);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4301);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru Dan Dosen

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
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4.

10.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5475);

. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan

Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4967);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
RepublikIndonesia Nomor 6573);

. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan

Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4960);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan
Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran
Negara RepublikIndonesia Nomor 5157);

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5149);
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11.

12.

13.

14.

19.

16.

17.

18
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Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan
Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan
Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6487);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6676) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Re publik Indonesia Nomor
6762)

Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan
Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019
(Covid-19);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016
tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran

Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);

.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2019

tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi
Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Tengah Nomor 106);

-




19. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006
tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang Memiliki Potensi
Kecerdasandan/atau BakatIstimewa;

20.

21-

22

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kurikulum Tingkat Satuan
Pendidikan Pada Pendidikan Dasardan Pendidikan Menengah;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun
2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita
Negara RepublikIndonesia Tahun 2018 Nomor 1687);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun
2018 tentang perubahan atas Permendikbud Nomor 59 Tahun 2014
tentang Kurikulum 2013 SMA /MA;

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Standar
Kompetensi Lulusan (SKL) pada Pendidikan Anak Usia Dini,
Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi pada
Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang
Pendidikan Menengah;

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses
pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan
Jenjang Pendidikan Menengah;

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Standar
Penilaian Pendidikan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang
Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun
2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik Yang Memiliki
Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/ atau Bakat
Istimewa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang
Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di
Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 1591);

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun
2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-
Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah
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30.

31

32.

33.

Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);

Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
RI Nomor 56/M /2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum
Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran.

.Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 48 Tahun 2018 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2018 Nomor 48);

Peraturan GubernurJawa Tengah Nomor 49 Tahun 2018 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas Pada Dinas Pendidikan
Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi
Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor49);

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2021 tentang
Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang Sekolah Menengah Atas
Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Provinsi Jawa
Tengah (Berita Daerah ProvinsiJawa Tengah Tahun 2021 Nomor 6)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa
Tengah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan
Gubernur Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penerimaan
Peserta Didik Baru Jenjang Sekolah Menengah Atas Negeri dan
Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Provinsi Jawa Tengah (Berita
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor12);

C. TUJUAN

Tujuan diterbitkannya Petunjuk Teknis adalah :

1.

Menjabarkan ketentuan-ketentuan yang diamanatkan dalam :

a. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 1
Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada
Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah
Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan.

b. Peraturan GubernurJawa Tengah Nomor 7 Tahun 2021 tentang
Penerimaan Peserta Didik Pada Sekolah Menengah Atas dan
Sekolah Menengah Kejuruan di Provinsi Jawa Tengah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa
Tengah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas
Peraturan GubernurJawa Tengah Nomor 7 Tahun 2021 tentang
Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang Sekolah Menengah Atas
Negeridan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Provinsi Jawa
Tengah;
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2. Memberikan pedoman bagi Panitia Penyelenggara PPDB Daring
pada semua tingkatan untuk melaksanakan Kketentuan
sebagaimana yang telah ditetapkan.

3. Memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan
informasi yang terkait dengan proses dan tahapan penyelenggaraan
PPDB Daring pada SMA Negeri dan SMK Negeri di Provinsi Jawa
Tengah Tahun Ajaran 2022 /2023.

D. RUANG LINGKUP
Ruanglingkup yang diatur dalam Petunjuk Teknis PPDB Daring adalah
berbagai tahapan dan proses dalam penyelenggaraan PPDB Daring,
yaitu :
1. Penyelenggaraan PPDB;

PPDB SMA dan SMK

Tatacara Penerimaan Peserta Didik Baru.

Seleksi dan Daftar Ulang.

Pengendalian, Pengaduan, dan Informasi

ol o

E. SASARAN

Sasaran Petunjuk Teknis ini adalah :
Panitia Penyelenggara PPDB pada semua tingkatan;
Satuan Pendidikan Penyelenggara PPDB;
Calon Peserta Didik SMA Negeridan SMK Negeri;
Masyarakat pengguna layanan PPDB Daring;
Para Pemangku Kepentingan di Bidang Pendidikan terkait.

b

o
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Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah T

BAB II
PENYELENGGARAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

A. PENGERTIAN/PERISTILAHAN

Yang dengan pengertian/peristilahan di dalam petunjuk teknis ini

adalah jenis-jenis istilah yang dipergunakan dalam memberikan

penjelasan guna memberikan keseragaman penafsiran, sebagai
berikut:

1. Orang tua adalah kelompok masyarakat yang terdiri dari ayah dan
ibu yang mempunyai peran dan tanggung jawab pada anak dalam
membekali dan mempersiapkan anak menuju ke kedewasaan
dengan memberikan bimbingan, didikan, arahan yang dapat
membantu menjalani kehidupan.

2. Wali Calon Peserta Didik adalah orang yang menjadi penjamin
dalam pengurusan dan pengasuhan Calon Peserta Didik yang
bersangkutan yang dibuktikan pencantuman dalam Kartu Keluarga
Wali Calon Peserta Didik yang bersangkutan.

3. Yatim dan/atau piatu adalah Calon Peserta Didik yang sudah tidak
memiliki ayah dan/atau ibu akibatayah dan/atau ibu Calon Peserta
Didik yang bersangkutan meninggal dunia akibat terpapar Covid-
19.

4. Tenaga kesehatan dan tenaga pendukungnya adalah orang yang
menangani langsung pasien Covid-19 dan yang melakukan
pengamatan dan/atau penelusuran kasus Covid -19 melalui kontak
langsung dengan pasien dan/atau orang dengan kasus Covid-19

5. Putera/puteri tenaga kesehatan dan tenaga pendukungnya adalah
putera/puteri dari orang tua calon peserta didik yang menangani
langsung pasien Covid-19, dan yang melakukan pengamatan
dan/atau penelusuran kasus Covid-19 dengan kontak langsung
pasiendan/atau orang dengan kasus Covid 19, meliputi:

a. Tenaga kesehatan yang melayani pasien Covid-19 di RS milik
Pemerintah Pusat, Provinsi, Kab/Kota, TNI/POLRI dan swasta
yang bertugas di ruang Isolasi Covid-19, ruang HCU/ICU/ICCU
Covid-19, ruang IGD triase dan ruang lain yang digunakan
untuk pelayanan pasien Covid- 19 serta vaksinator Covid-19 dan
tenaga penunjang yang merupakan tim penanganan Covid-19di
Rumah Sakit.

b. Tenagakesehatan yangbekerja di Laboratorium Kesehatan yang
memeriksa spesimen Covid-19 terkonfirmasi

c. Tenaga Kesehatan dan tenaga penunjang di Dinas Kesehatan
Provinsi, UPT Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan
Kab/Kota, UPT Dinas Kesehatan Kab/Kota termasuk
Puskesmas serta Klinik mampu vaksin yang melakukan
vaksinasi Covid-19, penelusuran kasus Covid-19, pemantauan
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Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022

isolasi mandiri/wisma karantina dan/atau pengambilan
spesimen (swab) Covid-19 terkonfirmasi

d. Kader, babinsa dan bhabinkamtibmas yang melaksanakan
penelusuran kasus Covid-19 .

e. Tenaga Kesehatan, tenaga penunjang dan tenaga lain
sebagaimana huruf a sampai d merupakan Tim Penanganan
Covid-19 dan telah ditetapkan oleh
Gubernur/Bupati/Walikota, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi,
Kepala Dinas Kesehatan kab/kota, Direktur Rumah Sakit,
Pimpinan Fasilitas Pelayanan kesehatan atau Kepala Puskesmas
(bagi pelaksana penelusuran kasus oleh kader, Babinsa dan
Bhabinkamtibmas).

B. PRINSIP DASAR
Prinsip dasar ditetapkannya Petunjuk Teknis ini adalah untuk
menjamin penerimaan peserta didik baru berjalan secara :

1.
2.

obyektif, artinya PPDB harus diselenggarakan secara obyektif;
transparan, artinya pelaksanaan PPDB bersifat terbuka dan dapat
diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua peserta didik baru,
untuk menghindari segala penyimpangan yang mungkin terjadi;

. akuntabel, artinya PPDB dapat dipertanggungjawabkan kepada

masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya;

. tidak diskriminatif, artinya setiap warga negara yang berusia

sekolah dapat mengikuti program pendidikan di wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia tanpa membedakan suku, daerah
asal, agama, golongan, dan status sosial (kondisi ekonomi);

. berkeadilan artinya tidak memihak pada kepentingan dari kelompok

apapun.

C. PENYELENGGARA
PPDB Tahun Ajaran 2022/2023 diselenggarakan oleh setiap Satuan
Pendidikan SMA Negeri dan SMK Negeri di Provinsi Jawa Tengah
berdasarkan manajemen berbasis sekolah yang dikoordinasikan oleh
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.

D. KEPANITIAAN
1. Pelaksanaan PPDB dibentuk panitia di tingkat provinsi selaku

2.

koordinator, tingkat wilayah/cabang dinas selaku koordinator
wilayah dan tingkat Satuan Pendidikan selaku pelaksana.

Panitia tingkat provinsi dibentuk oleh Gubernur dan/atau oleh
Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan dengan susunan panitia
sesuai kebutuhan penyelenggaraan PPDB yang melibatkan
SKPD /Pemangku ke pentingan terkait.
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3. Susunan panitia PPDB Tingkat Provinsi dan/atau sesuai
kebutuhan:
a. Pengarah

i NS

. Penanggungjawab

Ketua

Wakil Ketual
Wakil Ketua Il
Sekretaris
Wakil Sekretaris

Seksi Pendataan

1) Gubernur

2) Wakil Gubenur

3) Ketua Komisi E DPRD

4) Ketua Dewan Pendidikan
5) Sekretaris Daerah

6) SKPD Terkait

: Kepala  Dinas Pendidikan  Dan

Kebudayaan

: Sekretaris Dinas Pendidikan Dan

Kebudayaan

: Kepala Bidang Pembinaan SMA

: Kepala Bidang Pembinaan SMK

: Kepala Bidang Pembinaan Diksus
: Kepala SubagProgram Disdikbud
. Seksi (dengan jumlah keanggotaan sesuai kebutuhan)

Seksi Pelayanan Informasi

Seksi Pengendalian

Seksi Layanan Pengaduan
SeksiLayanan Sistem Aplikasi

Sekretariat

4. Panitia tingkat Wilayah/Cabang Dinas Pendidikan dibentuk oleh
Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah dengan susunan

kepanitiaan:
a. Penanggungjawab : Kepala CabangDinas Pendidikan
b. Ketual : Kepala Seksi SMA/SLB Cabang Dinas
Pendidikan
c. Ketuall : Kepala Seksi SMK Cabang Dinas
Pendidikan
d. Sekretaris : KasubagTU CabangDinas Pendidikan
e. Bendahara : Bendahara CabangDinas Pendidikan
f. Seksi(denganjumlah keanggotaan sesuai kebutuhan)
- SeksiPendataan
- SeksiPelayanan Informasi
- SeksiPengendalian

- SeksiLayanan Pengaduan

Sekretariat

]

5. Panitia tingkat Satuan Pendidikan dibentuk oleh Kepala Satuan
Pendidikan dengan susunan kepanitiaan :

a. Penanggungjawab
b. Ketua
c. Sekretaris

: Kepala Satuan Pendidikan
: Wakasek/Guru
: Wakasek/Guru
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d. Bendahara : Bendahara Pembantu
e. Seksi(denganjumlah keanggotaan sesuai kebutuhan)

Seksi Pendataan

Seksi Pelayanan Informasi
Seksi Pengendalian

Seksi Layanan Pengaduan

- Sekretariat
(Susunan kepanitiaan pada tingkat Satuan Pendidikan dapat
disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Satuan
Pendidikan).

E. TUGAS PANITIA
1. Ruang lingkup tugas panitia tingkat provinsi

) B

1.2,
1.3
1.4.

SN
1.6.
1%

Mengkoordinasikan kegiatan penyelenggaraan PPDB Satuan
Pendidikan di tingkat provinsi.

Menyusun regulasiyang dijadikan pedoman dalam PPDB;
Merumuskan dan menetapkan jadwal penyelenggaraan PPDB;
Membantu memfasilitasi pelayanan akses informasi pada
masyarakat;

Mengkoordinasikan penanganan pengaduan tentang PPDB;
Melakukan monitoring penyelenggaraan PPDB.
Membuatlaporan penyelenggaraan PPDB kepada Gubernur

2. Ruang lingkup tugas panitia tingkat Wilayah/Cabang Dinas
Pendidikan

5

2.2

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

27

Mengkoordinasikan kegiatan penyelenggaraan PPDB pada
Satuan Pendidikan di tingkat Wilayah/Cabang Dinas
Pendidikan;

- Melakukan sosialisasi PPDB di tingkat Wilayah/Cabang Dinas

Pendidikan;

Membantu memfasilitasi pelayanan akses informasi pada
masyarakat;

Mengkoordinasikan penanganan pengaduan tentang PPDB di
tingkat Wilayah/Cabang Dinas Pendidikan;

Melakukan monitoring penyelenggaraan PPDB di tingkat
Wilayah /Cabang Dinas Pendidikan;

Menjamin terselenggaranya proses PPDB di tingkat
Wilayah /Cabang Dinas Pendidikan;

Membuatlaporan penyelenggaraan PPDB kepada Kepala Dinas.

3. Ruang lingkup tugas panitia tingkat Satuan Pendidikan :

3.1.
3.2.
8.3,

Mengusulkan wilayah zonasi;
Mengusulkan jumlah daya tampung;
Melakukan seleksijalur inklusi;
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3.4. Melakukan seleksi Kelas Khusus Olahraga bagi Satuan
Pendidikan yang ditetapkan sebagai penyelenggara;

3.5. Verifikasi berkas pendaftaran;

3.6. Menyediakan ruang konsultasi;

3.7. Menetapkan dan mengumumkan peserta didik yang diterima
berdasarkan hasil seleksi;

3.8. Memberikan pelayanan informasi dan penanganan pengaduan;
dan

3.9. Membuat laporan penyelenggaraan PPDB kepada Kepala
Cabang Dinas Pendidikan Wilayah masing-masing.

F. PEMBIAYAAN

1. Dalam penyelenggaraan PPDB Tahun Ajaran 2022/2023, Calon
Peserta Didik yang mendaftar pada Satuan Pendidikan SMA Negeri
dan SMK Negeri di Provinsi Jawa Tengah tidak dipungut biaya
pendaftaran;

2. Pembiayaan penyelenggaraan PPDB pada Satuan Pendidikan SMA
Negeridan SMK Negeri di Provinsi Jawa Tengah dibebankan
pada:

a. APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 pada Dinas
Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
b. Satuan Pendidikan masing-masing penyelenggara PPDB.
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BAB III
JALUR PPDB SMA DAN SMK

A. JALURPPDB SMA
PPDB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:
1. Jalur Zonasi

1.1.

1.4,

1.3.

1 %4

155

1.6.

Zonasi adalah pembagian wilayah Calon Peserta Didik
berdasarkan jarak (radius) domisili sesuai alamat pada kartu
keluarga dengan Satuan Pendidikan yang ditetapkan oleh
Kepala Dinas berdasarkan usulan Kepala Satuan Pendidikan
dengan melibatkan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS)
SMA Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.

Titik ordinat Satuan Pendidikan dimaksud angka 1.1 adalah
gerbang utama Satuan Pendidikan yang bersangkutan.

Calon Peserta Didik yang wajib diterima melalui jalur zonasi
paling sedikit 55% (lima puluh lima persen) dari daya tampung,
yang dilakukan seleksi berdasarkan jarak terdekat domisili
Calon Peserta Didik yang bersangkutan dengan sekolah.

Kuota jalur zonasi sebagaimana tersebut dalam angka 1.3
termasuk di dalamnya adalah kuota zonasi khusus paling
banyak 10 (sepuluh persen) dari daya tampung.

Calon Peserta Didik dari Pondok Pesantren, zonasi sekolah
mengikuti tempat kedudukan Pondok Pesantren.

Pengaturan Zonasi ini dikecualikan bagi Inklusi dan Kelas
Khusus Olahraga (KKO).

2. Jalur Afirmasi

2.1.

2.2,

2.3.

2.4.

Jalur afirmasi diperuntukkan bagi Calon Peserta Didik yang
berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu, anak yatim
dan/atau piatu, anak panti, dan putera/puteri tenaga
kesehatan dan tenaga pendukungnya.

Calon Peserta Didik yang wajib diterima melalui Jalur Afirmasi
paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari daya tampung
sekolah.

Ketentuan tersebut pada angka 2.2. dapat tidak terpenuhi,
apabila jumlah Calon Peserta Didik yang mendaftar melalui
jalur ini kurang dari 20% (dua puluh persen) dari daya
tampung.

Calon Peserta Didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi
tidak mampu dibuktikan dengan keikutsertaan peserta didik
dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari
Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang dibuktikan dengan
kepemilikan Kartu Indonesia Pintar (KIP/PIP) dan/atau
terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
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2.5.

2.6.

2.7,

2.8,

2.9,

2.10.

2.11.

2.12.

Calon peserta didik yatim dan/atau piatu sebagaimana tersebut
angka 2.1. berdasarkan data yang dikelola/ditetapkan oleh
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Provinsi
Jawa Tengah. dan/atau surat keterangan yang diterbitkan oleh
Dinas/SKPD yang manangani urusan perlindungan anak di
kabupaten/kota di Jawa Tengah.

Calon peserta didik anak panti sebagaimana tersebut angka
2.1. berdasarkan data yang dikelola/ditetapkan oleh Dinas
Sosial Provinsi Jawa Tengah.

Calon Peserta Didik Baru putera/puteri tenaga kesehatan dan
tenaga pendukungnya adalah putera/puteri dari orang tua
calon peserta didik yang menanganilangsung pasien Covid-19,
dan yang melakukan pengamatan dan/atau penelusuran
kasus Covid-19 dengan kontak langsung pasien dan/atau
orang dengan kasus Covid-19 sebagaimana tersebut angka 2.1.
berdasarkan data yang dikelola/ditetapkan oleh Dinas
Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.

Tenaga kesehatan dan tenaga pendukungnya adalah
putera/puteri dari orang tua calon peserta didik yang
menangani langsung pasien Covid-19, dan yang melakukan
pengamatan dan/atau penelusuran kasus Covid-19 dengan
kontak langsung pasien dan/atau orang dengan kasus Covid 19
dengan wilayah kerja di luar Provinsi Jawa Tengah dibuktikan
dengan Kartu Keluarga di wilayah Provinsi Jawa Tengah, dan
disertai surat yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi
tempatnya bertugas, dan diverifikasi oleh Satuan Pendidikan
tujuan.

Peserta didik yang mendaftar melalui jalur afirmasi merupakan
peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah
zonasi Sekolah yang bersangkutan.

Calon peserta didik yatim dan/atau piatu sebagaimana tersebut
angka 2.1. paling banyak 2% (dua persen) dari jumlah daya
tampung sekolah pada jalur PPDB Afirmasi.

Calon peserta didik anak panti sebagaimana tersebut angka
2.1. paling banyak 2% (dua persen) dari jumlah daya tampung
sekolah pada jalur PPDB Afirmasi.

Calon peserta didik putera/puteri tenaga kesehatan dan tenaga
pendukungnya adalah putera/puteri dari orang tua calon
peserta didik yang menangani langsung pasien Covid-19, dan
yang melakukan pengamatan dan/atau penelusuran kasus
Covid-19 dengan kontak langsung pasien dan/atau orang
dengan kasus Covid 19 sebagaimana tersebutangka 2.1. paling
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